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SALINAN

BUPATI kARANGANYAR

 PROVINSI JAWA TENGAH |

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 72TAHUN 2020 .
TENTANG

B REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

. TEKNIS PUSA'I‘ KESEHATAN MASYARAKAT

“ D_ENGAN RAHM_AT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI KARANGANYAR,

 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)
_‘Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang:

Pengelolaan " Keuangan ‘Badan Layanap Umum, o

- sebagaimana telah diubah déﬁgan-' Peraturan Pemerintah
‘Nomor 74 Tahun ’2012"tentang' Perubah'an. atas Peraturan
’.'Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan'

Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan

Peraturan Bupatl tentang Remunera31 pada Badan

'Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat
- : ‘Kesehatan Masyarakat;

1. Undang—-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang'
- Pembentukan - Daerah—daerah Kabupaten dalam
ngkungan Provm31 Jawa 'I‘engah | g |

2. _Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
. - Keuangan. Negara (Lembaran Negara Republik -

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan’»
 Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4286),

3. »Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

.'Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
v Indones1a Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran )
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355);

4.“ 'Undang-Undang -Nomor - 36 Tahun 2009 tentang

" Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2009 Nomor 144, Ta.mbahan Lembaran Negara '



. Repubhk Indonesxa Nomor 5063), sebagalmana telah‘v |
ﬁdlubah dengan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020

i tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara Repubhk
o indonesm ’I‘ahun 2020 Nomor 245 Tambahan
-} : .Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 657 3);

',_Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
. Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

o Indones1a Tahun 2014 Nomor -244, Tambahan

| .Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587),
' sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr‘
. dengan Undang—Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang
Cipta Kexja (Lembaran Negara Repubhk Indonesia o
‘Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6573); L
| Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang‘ o

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2005

.Nomor 48, Tambahan Lembaran ‘Negara Republik :

Indonesm Nomor 4502), sebageumana telah dlubah T
: dengan Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012 S

o tentang Perubahan f' atas Peraturan  Pemerintah |

" Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

| ":Badan Layanan Umum (Lembara_n Negara Repubhk

10,

IndoneS1a Tahun 2012 Nomor ‘ 17 1, Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5340) o
':':‘Peraturan ‘Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2019 o
'tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Negara Repubhk Indonesm Tahun 2019 Nomor 42 |

| 'Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa o

Nomor 6322), | o
Peraturan Menten Keuangan Nomor 176 Tahun 201’77

: -tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
- Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 7 9Tahun 20 18  
 - tentang Badan Layanan Umum Daerah ' o
" Peraturan Mentem Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 o
: tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, S B



1 1
f:}‘Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan B

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3}‘ o

' Perseorangan (Lembaran o Daerah Kabupaten

'vKaranganyar Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan :

e Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
o }tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah o

o Unit Pelaksana Tekms Pusat Kesehatan Masyarakat", o

Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018‘ o

: _{'(Benta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018_
o Nomor 82), B ’ ‘

MEMUTUSKAN

: .-=-7,f_{f.*ivrene"ta{pkan' PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA.K‘ |
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT B '

BAB I
KETENTUAN UMUM

B Baglan Kesatu

| Pengertlan v, —

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan B

o penyelenggara Pernermtah Daerah yang memlmpm e

o , Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o o
" 2. Pemermtah Daerah adalah Bupa’u sebaga1 unsur'
- pelaksanaan urusan pemenntahan yang. menjadl ,
| -kewenangan daerah otonom o

. '_"_Bupatl ada}ah Bupatl Karanganyar o

. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya' B

‘ ,':-’:vixdlsmgkat BLUD adalah satuan keqa perangkat daerah

| X atau unit kerj;a pada satuan ke:;]a perangkat daerah di ‘ : _ o

: hngkungan Pemerlntah Daerah yang dlbentuk untuk o

[ membenkan Iayanan . pada masyarakat berupa".f'. :

o penyedlan barang atau Jasa yang dljual tanpa‘ o

: ‘mengutamakan mencan keuntungan dan . dalam



: ,_:'melakukan keglatannya d1dasarkan pada pnnsxp o :,_"
efisiensi dan produktlﬁtas . ST S
L Umt Pelaksana Teknls Pusat Kesehatan Masyarakat o -

' =:,ﬂ".yang selanJutnYa d1sebutUPI‘ Puskesmas - adalah' .

= fasﬂltas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
. upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan,
‘perseorangan = t1ngkat » pertama, dengan Ieb1h L

,‘f‘-mengutamakan upaya promotlf dan preventlf untuk -
mencapau derajat kesehatan masyarakat yang setmgg1— B
,'tmggmya di w11ayah ket;]anya - co »
‘ :,bPermmpm BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD o

- UPT Puskesmas pada Dmas Kesehatan Kabupaten'v - :

- : Karanganyar

v, keuangan, dan peJabat tekms yang sebutannya L

. Tim Pembxna BLUD UP’I‘ Puskesmas adalah t1m yang ,- o
‘:dlbentuk untuk melakukan fungs1 pembmaan BLUD N
UPT Puskesmas o L' e
. :"ﬁ-_":Pejabat Pengelola BLUD adalah p1mp1nan BLUD yang-
‘ ff‘bertanggung]awab terhadap kmexj;a operasmnal dan' .
- .}’lkeuangan BLUD yang terdln atas Pemxmpm pejabat .’ ’}

: dlsesuaukan dengan nomenklatur yang berlaku pada.’ B
~ BLUD yang bersangkutan N EE
. 'Pegawal BLUD adalah pegawal BLUD Puskesmas

i 10.. Pegawal Negeﬂ Slpll yang selanjutnya dlSll’lgkat PNS e

- adalah Warga Negara Indonesxa yang memenuh1 syarat} B

,-_Y}tertentu, }d1angkat sebagal Pegawa1 Aparatur Slp a o

. Negara secara tetap oleh pejabat pembma kepegawalan: o

:'untuk menduduk1 Jabatan pemenntahan

1L

) Puskesmas dalam. menjalankan tugas dan fungsmya,' o

,Tenaga Lamnya adalah tenaga yang dlbutuhkan oleh

'tetapl udak berstatus sebagax Pegawal BLUD

12
C Puskesmas sebagal 1mbalan Jasa kepada Pegaweu dalam L

o ‘bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan : o

_Remuneras1 adalah pengeluaran blaya oleh BLUDv o

o dan perhndungan

Co1s

Indikator enﬁman adalah perahgkat' untuk o

-'menentukan besaran skor 1nd1v1du Pegawal ‘sesuai

: dengan beban kexjanya |



v"’1v4},_"_:,Ga_11 adalah ga31 mlnxmal yang dltenma Pejabat-}_]j

- Pengelola BLUD dan Pegawm BLUD

15,

o darl Pemenntah Daerah dan/atau blaya operasmnal_ e |

'I‘unjangan Tetap adalah upah yang dananya bersumber‘ o

R Puskesmas ' sesum dengan ketentuan : peraturan'

17,

S bag1 seluruh Pegawal yang dananya bersumber dan

) ,; v perundang—undangan v} . L
16. ,Honoranum adalah upah yang dlberlkan atas pekexyaan o
» tertentu N :

: Insentif adalah unbalan Jasa pelayanan berbasm kll’ltea‘

_ | pendapatan pelayanan i
" 18.

Bonus atas Presta31 yang selanjutnya dlsebut Bonus )

o 'adalah pembenan pendapatan tarnbahan bagl PeJabat

- ’}Pengelola BLUD Pegawa1 BLUD Tim Pemblna BLUD K o
- .Puskesmas yang hanya dlbenkan setahun sekall bﬂa} S

. syarat—syarat tertentu d1penuh1

10,

20

Tim Teknxs adalah tim yang dlbentuk oleh Permmpm:i- o
"‘BLUD untuk mengusulkan Penghxtungan Insenﬁf BLUD : S
o Puskesmas o L e
: N11a1 Jabatan adalah akumulasu faktor evaluasx Jabatan R
v struktural maupun Jabatan fungs10nal yang dlgunakan:

: »untuk menentukan kelas Jabatan o

- ‘a_-

Baglan Kedua .
Prm31p

Pasal 2

- Remuneram pada BLUD UPT Puskesmas d1ber1kan o
L -, berdasarkan txngkat tanggung _;awab dan tuntutan

N profes1onahsme dengan memperﬁmbangkan prmmp

proporswnalltas, 'g yaltu - memperhatlkan aSet :

pendapatan sumber daya manusua dan/atau layanan B o
- BLUD Puskesmas | B B B |
.kesetaraan, yaitu memperhatlkan pada pelaksanaan_. R

. penyedla layanan se_}ems

: " kepatutan yaltu memperhatlkan N11a1 Jabatan yang} '
~ dihasilkan dari proses analisis dan evaluam jabatan,
| serta status dan tmgkatan Jabatan dan
o ikmexj]a, yeutu memperha’ukan klnezja Iayanan dan

kmelj;a keuangan e



| Baglan Keuga
o Ruang Llngkup dan TuJua_n

Pasal 3 -

o : (1) Ruang hngkup pengaturan dalam Peraturan Bupau ml

: mehputl

@ \9- '.0 c‘.'im

. | |
(2) Peraturan Bupau ini dlsusun dengan tujuan

a

b

. bentuk dan sasaran Remuneras1

. ‘sumber dana Remunerasx,

‘metode dan kornponen Remunerasx,
penghltungan Remunera31, .

v Indlkator Pemla.tan -

" tata cara pembayaran Remuneras1 dan
,‘momtormg dan evaluas1 o

membenkan pedomari guna pengh1tungan dan
pembayaran Remunera31 bagl Pegawm ) BLUD'

Puskesrnas, dan  -‘ -' o

menjamm transparansx,‘kepatutan, dan kewajaran_ o

dalam pembenan RemuneraSI |

S BAB m
SASARAN DAN BENT UK REMUNERASI

Pasal 4

(1) Penenma Remunera31 adalah

o a. Pe;abat Pengelola BLUD
b :Pegawa: BLUD B

c. - T1m Pemblna BLUD dan

d Tenaga Lamnya

' (2) Remunera51 bag1 Pejabat Pengelola BLUD / Pegawm

| BLUD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan o

' huruf b dlbemkan dalam bentuk

Gajl

| b 'I‘unjangan tetap,

. Insennf




e "d' '-Bo'nus;' dan/atau o
Honoranum '

(3) Remunera31 ‘bagi T1m Pemblna BLUD dan Tenaga‘v

Lalnnya sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) huruf c :

dan huruf d, d1bcnkan dalam bentuk honora.rmm '
(4) Besaran Honoranum sebaga;lmana dimaksud pada}
. B ayat (3) sebagaumana tercantum dalam Lamplran I

Peraturan Bupatl ini. o
o "BABIII L
SUMBER DANA REMUNERASI »

Pasal 5

o (1}) Remuneram bersumber dan

v a. pendapatan yang berasal darl Anggaran Pendapatan ‘ |
_dan Belanja Daerah dan 3 5 " ‘
b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas

(2) Remuneras1 yang bersumber dari pendapatan yang o

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah o

sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat. (I) huruf a

dngunakan untuk membayar ga_u dan tunjangan bagi

Pe_labat Pengelola BLUD/Pegawal BLUD yang tldakv
dlbayar dari anggaran BLUD. ' C v
(3) Remuneras1 yang bersumber dan pendapatan 'BLUD -:‘
UP’I‘ Puskesmas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
o huruf b, d1gunakan untuk membayar ' TSR
A Gap bagl Pegawal BLUD/Pe_}abat Pengelola BLUD »
o yang ‘berstatus - non PNS termasuk ' pemberian
asuran51 kesehatan dan ketenagaker_;aan bag1

. Pegawa1 non PNS;

_ b. Honoranum bag1 PeJabat Pengelola BLUD Pegawal: EE

BLUD Tim Pembma BLUD dan Tenaga Lamnya, v
e ‘Insentlf bagl PegawaJ BLUD / PeJabat Pengelola. :
f-,:?‘BLUD dan "



(1)

(2)

ﬂ (3)

(4)
(5)

(6)

(1)

(2)

~d. Bonus, temiasuk d"idalamnya penghargaén bagi

pelaksanaa@ pekerjaan-pekerjaan  khusus  di

| g lingkungan BLUD Puskesmas bagi Pegawai BLUD/

Pejabat Pengelola BLUD.

~Pasal 6
Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf ¢ diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan
Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf a dan huruf b, |
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlbenkan
dalam bentuk jasa pelayanan
Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2) paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jasa
layanan pendapatan BLUD. | ‘ ,
Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusah Pemimpin BLUD.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1ber1kan' ,
berdasarkan skor individual. , » |
Kriteria perhitungan skor mdividual sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mempertlmbangkan variabel:
a. pengalaman dan masa kerja;
b. ketramp11an ilmu pengetahuan, dan kedlsxphnan,
o resxko kex]a
d. jabatan yang dlsandang, dan
e. hasil/capaian kinerja. - -

v Pasal 7
Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola
BLUD dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan hurufb.
Ketentuan mengehai Bonus ‘sebagajmana dimaksud -
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



S o : o Pasal8
o Remuneram

T:m Pembma BLUD sebaga1 unbalan ketja berupa uang.

BAB v
INDEKS SKOR INDIVIDU

e Pasa19 o

[ dalam bentuk Honoranum sebagalmanaf.":"f":'}i.?
gy dlmaksud dalam Pasa1 S ayat (3) hurufb dlbenkan kepada e

(1) Indeks Skor Ind1v1dual sebagalmana dlmaksu d Padaf"\ o

I Pasal’ 6 ayat (6) dlperhltungkan berdasarkan Surat o
o Keputusan Pengangkatan yang pertama atau dokumenf T

| »f..v.kontrak R | |
(2]  Indeks skor mdmdual berupa vanabel pengalaman dan . o

o }vvmasa kerja sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat" S
. (6} huruf a, diatur dengan ketentuan sebaga1 berikut: -

R f»rva.:‘ pengalaman dan masa kerJa 0 tahun sampa1 dengan - o

R ,kurang dari 12 bulan dlben mla1 0 N L
“ b.b' pengaiaman dan masa keqa 1 tahun sampa1 ,
- dengan5 tahun dlben N11a1 1; | )

- 'Vc:;"pengalaman dan masa. ker_la lebih dan 5 tahun S

. sampai dengan 10 tahun diberi mla;l S

o _‘j_':'".:d;’.pengalaman dan masa ket;;a leblh dan 10 tahun o

o ‘»_ "vsampal dengan 15 tahun dxben N11a1 10

e. pengalaman dan masa kexja leblh dan 15 tahun o

| “'sampau dengan 20 tahun dxberl Nilai- 15 dan

f pengalaman dan masa - kexja 1eb1h dan 20 tahun R

d1ben nilai 20. e . |
(3) Indeks skor individual berupa vanabel kgtrampﬂan, 11mu -
L "pengetahuan, - dan kedlsthnan o sebaga,lmana o
ef'dxmaksuddalam Pasal 6 ayat [6) huruf b dlatur dengan =
B ;ketentuan sebaga:l benkut " | . ‘

oy a ketrampﬂan e
N B N Fungsxonal Ahli Utama dlben N11a1 11
EER 2 Fungsxonal Ahli Madya dlben Nilai 10

I | ‘?f' 3 ,Fungsmnal Ahli Muda dlben Nﬂal 9;

- 4 ’Fungslonal Ahll Pertama dlben N11a1 8;



(4) Indeks skor individual berupa variabel resiko ker_la

(S)

° a0 o

O ® N owm

Fungsional Penyelia diberi Nilai 7;

‘Fungsional Mahir diberi Nilai 6;

Fungsiohal Terampil diberi Nilai 5 ;
Fungsional Umum diberi Nilai 5;
Pejabat Struktural diberi Nilai 9;

" 10. Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 3; dan
11. Tenaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 2.

ilmu pengetahuan :

1.
2.

Tenaga dokter dan dokter gigi diberi nilai 150;
Tenaga  apoteker atau tenaga  profesi
keperawatan diberi nilai 100; '

Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4

diberinilai 80;

‘Tenaga kesehataﬁ setara D3 diberi nilai 60, )
Tenaga ijon kesehatan paling rendah D3atau

~ Asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50; -

7.
8.

25; . ». o
Tenaga Kesehatan Non PNS diberi Nilai 10; dan
’I‘enaga Non Kesehatan Non PNS diberi Nilai 5.

c. . kedisiplinan di nilai dari Jumlah kehadiran.

sebagmmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c

merupakan resiko teknis medis dan konsekuensi legal
administratif,diatur denganketentuan sebagai berikut:

S a.
b.

C.

resiko ringan, diberi nilai 2;

resiko sedang diberi nilai 5; dan

re31ko tinggi diberi nilailo0.

Indeks skor individual berupa variabel Jabatan yang
;dlsandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (6) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai

‘berikut:

a.

Kepala dan/atau Pemimpin, diberi Nilai 100;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diberi nilai 50;'
Bendahara Pengeluaran, diberi nilai 40;

. - Bendahara Penerimaan diberi nilai 30;

Pengurus Barang diberi Nilai 35;

Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai




e f.;_ Penanggung Jawab UKP UKM essensml UKM .
;-pengembangan, ‘ Mutu Janngan . Jejai'ing;&-:}
.f}banguna.n, prasarana dan peralatan d1ber1 mla1 25; -
_‘Pelaksana program d1ber1 n11a1 20 N v
- vh. 'Pelaksana keglatan/ pelayanan PNS dxben mlaa 15 B

i Pelaksahg kegiatéh/pela&anaﬁ‘_non' PNS, diberi nilai

- (6) ':Indeks skor 1nd1v1dua1 berupa vanabel hasﬂ/ capalan

§ kmeqa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 6 ayat (6) N

- huruf e e, dengan ketentuan sebaga1 benkut
. a. kmega kurang dlben nilai 5;

- b. kmerja cukup d1ber1 n11a1 20
- c. kinerja baik diberi nilai 35; dan | f

- Ad'. :" k1ner_1a sangat ba.lk dlben mla1 50

. I Pasal 10
Ketentuan mengenal besaran Remunera31 pada BLUD UPT

Puskesmas tercantum dalam lamplran I yang merupakan

baglan tldak terplsahkan dalam Peraturan Bupau 1n1 o S

AR T BAB v |
- PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bag;an Kesatu . AR

Ga_]l S .

. , Pasal 11 N _ o .
(1) Ga_u sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
. huruf a, terdm atas: o '
a Gajlpokok dan R

b. asuran81

o o (2)" ‘-"Penghltungan GaJ1 pokok sebagmmana dlmaksud pada._v

ayat (1) huruf a sebagalmana tercantum dalaJn'

,Lamplran yang merupakan baglan udak terplsahkan o o

. dan Peraturan Bupatl 1n1

E 3) Asuran31 sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

- berupa | asuransx kesehatan dan  asuransi

- ketenagaker}aan



Bagian Kedua
Bonus

| . i . Pasal 123 
(1) Pemnnpm BLUD dapat memberikan Bonus
| sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
{2) Bonus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) antara lain:
a. enghargaan bagi Pegawai berprestasi secara
md1v1du /perorangan atau kelompok dan/atau
b . »penghargaan lain yang d1tetapkan olehPemimpin
BLUD
(3) Bonus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bersifat
msxdent_ll dan ditetapkan dalam Rencana BlSI‘lIS dan
Anggaran (RBA) BLUD. o
(4) Penetapan penenma Bonus diatur sebagai benkut
a.’ apablla penerima mendapat penghargaan berasal
dan internal BLUD, maka ditetapkan dengan
Keputusan Pemimpin BLUD; dan
b. ,} | apablla penerima mendapat penghargaan berasal
dan eksternal BLUD maka dltetapkan dengan
Keputusan Bupati dan/atau Kepala Dinas.
(S) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Pemunpm BLUD
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf
bmerupakan penghargaan berdasarkan pertlmbangan

~ obyektif Pennmpm BLUD

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan

i
!

; Pasal 13
(1) Pemberia{n insentif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf c, menggunakan rumus

- perhitungan:

Insentif = X x total Insentif

Y

i
.

Keterangan :-
X = Skor Individu Pegawai



@)

(1)

@

(3)

(1)

(2)

![
Y = Total Skor keseluruhan Individu Pegawai kali
Proporsi Hari Kexja B | | N
Proporsi Hari Kerja = jumlah kehadiran dibagi
jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Ketentuan mengenai teknis penghitungan pemberian

insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

| BABVI
TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

‘ Pasal 14
Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk Gaji
dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap
bulan dan bersifat tetap.

Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk
Insentif dan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 _éyat (2) huruf ¢ dan huruf d dibayarkan secara
periodik. | |
Tata cara pembayaran Remunerasi dalam bentuk
Honorarium sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf e dibayarkan secara periodik dan bersifat
tefap. | ' | '

- BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Monitoring dan = evaluasi pelaksanaan Remunerasi
dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Tim
Pembina BLUD dan/atau Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP).

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu
jika diperlukan. |




BABVII
KETENTUAN PENUTUP

- | Pasal 16
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. ' |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penehlpatannya
~ dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 11 Agustus 2020 |

BUPATI KARANGANYAR, »
| ttd

| . JULIYATMONO
v Dilindangkan di Karanganyar - ' .
pada tanggal 11 Agustus 2020 .
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd

" SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
BUPATE RANGANYAR

?’Ea::'
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 72 TAHUN 2020

. ‘»V.TENTANG

| REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
| ZUMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN

:MASYARAKAT

~ A. BESARAN STANDAR BONUS UNTUK PEKERJAAN KHUSU'S' !

TPENERIMA BONUS

BESARAN

| Penghargaan dari mtemal

BLUD .

Rp. 500.000,00 -

12 Penghargaan dan eksternal
- |BLUD: ‘ Lo

1 Ja 'I‘mgkat Kabupaten o
| b. Tingkat Provinsi .

Rp. 750 000, oof' |

Rp. 1.000.000,00

c Tingkat.Nasiohalv‘.    Rp ‘1'.500'000’00 =

B, DAFTAR GAJI POKOK PEJABAT PENGELOLA DAN GAJL POKOK PEGAWAI o
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DARI TENAGA PROFESIONAL f } o
LAINNYA |

I Daftar Ga_}l Pokok Non PN S Pe_]abat Pengelola BLUD Puskesmas -

- MASA KERJA - GAJI POKOK GAJI POKOK

v_ DALAM TAHUN

PEMIMPIN BLUD .

PEJABAT TEKNIS

1  Kurang dari 2

| Rp. 3.593.100,00

' Rp. 3.307.300,00

2<4 | Rp.3.706.200,00

" Rp. 3.411.500,00

~4<6 | Rp.3.822.900,00

“Rp. 3.518.900,00 | -

. ,1,6-<8 .

Rp. 3.043.300,00 |

Rp. 3.629.800,00

8-<10 .

Rp. 4.067.500,00

- Rp. 3.744.100,00

el 01 .;; oo :o

2100 | Rp.4.195.700,00

‘Rp. 3.862.000,00 |




Coom ‘Daftar Gap Pokok Pegawal BLUD PUSKESMAS

o mo JENIS KETENAGAAN ~GAJI POKOK

.111* Dokter, Dokter G1g1 — Rp 2.000.000,00 (dua
o : B e juta rupiah) per bulan
IR A;;oféker ~ [Rp. 1.700.000,00 Toatu |

Juta tuJuh ratus ribu

R

juta hma ratus -, ribu

SR B , ruplah)perbulan‘ o Lo
[ # |Administrasi | Rp. 1.500.000,00 (satu|

. Juta lima ratus‘ ribu

rupxah) per bulan

juta' " tiga ratus* ribu S
e rup1ah) per bulan 3_v

[ 75| Ton Tenaga Keschatan Lainnya | Rp. 1.900.00000 (satu|

- 1 c BESARAN TUNJANGAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DARI TENAGA L

PROFESIONAL LAINNY A NON PNS

"NO | PEJABAT PENGELOLA o | ' TUNJANGAN TE"VI‘APV B
’ Pemlmpln BLUD .~ |.  Rp.540.000,00 |

R D BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA PEGAWAL, TIM PEMBINA:“, -

2 |PejabatTeknis~ ...~ 1 = - Rp 360°000100“

= PUSKESMAS SEKRETARIS TIM 'PEMBINA - PUSKESMAS DAN TENAGA'Q .

B LAINNYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS ;-

i IBesaranHonoranum Péjabat Pengelola-BLUD" PUSKESMAS R

|'NO | PEJABATPENGELOLA S | SATUAN
i -1 Pemlmpm . ...+ ] 1.500.000,00 | Org/bln_
2 Pejabat Keuangan . |+ 750.000,00 | Org/bln

3 |PejabatTeknis | 750.000,00 | Org/bln




40

oL Beé,afari Honorarium Tﬁn»pembma Puskesmas BLUD PUSKESMAS )

TIM PEMBINA PUSKESMAS '

BESARAN

‘ HONORARIUM

SATUAN

Koordmator

- ~750.000,00 |

Org/ bin

Anggota :

" 500.000,00

Org/bln’

Besaran : Honoranum . Pejabat
| 4. PUSKESMAS |

Pexiéta;iSahéah.  Keuangan BLUD

R PEJ_ABA,T PENGELE?LA' .

- BESARAN
| HONORARIUM

SATUAN |

vKuasa Pel'}gguna SR

‘ Anggaran

~500.000,00

. Bendahara Penenrnaan BLUD }, -

" 200.000,00

Org/ :blﬁ, |

vBendahafa‘Pe‘ngeIuaran BLUD .

T 300.000,00

Org/bln

Bendahara Pengeluaran Pembantu |
APBD o -

" 300.000,00

Org/bln |

- | Pengurus Barang Pembantu ~

" 200.000,00

: Q_rg/ bin




Iv. Besaran Honorarium PPTK, PPKom, Kelompok Kerja ULP, Pejabat/Panitia

'Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf
Administrasi BLUD PUSKESMAS

' . L - BESARAN ,
NO NAMA JABATAN SATUAN
HONORARIUM .
1 | Pejabat . Pembuat = Komitmen 200.000,00 | Org/kegiatan
- | (PPKom) v » |
2 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | . 100.000,00 Org/bln
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 100.000,00 | Org/kegiatan
4 | Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan -50.000,00 | Org/kegiatan
BUPATI KARANGANYAR,
o ttd
JULIYATMONO
mjz[m
: =t




LAMPIRAN I
~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
'NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG |

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
- MASYARAKAT

_ TEKNIK PENGHITUNGAN INSENTIF

Indikator Pénghii:ungan Insen_tif R

| ;Penghitungan yang dipergunakan untuk menetapkan Insentif di BLUD
| UPT Puskesmas diformulasikan dalam penghitungan skoring terhadap
: ifidikatorfindikator' pada setiap kompbnen pénghitungan insentif,
:- dengan mempertimbangkan kinerja setiap personal , profesi pegawai
; dan kedudukan pegawai (jabatan) dalam UPT Puskesmas. Alokasi dana
- penghitungan insentif berasal dari 50% pendapatan layanan BLUD UPT

- Puskesmas. R ‘

o Proporsi Indikator Penilaian :

IL.

- 1. pengalaman dan masa kerja  : 15%
| 2. keterampilan | 5%
3.pengetahuan 1 15%
 4.resiko kera 1 10%
5.jabatan : 45%
6.kinerja 110%

'Penghitungan Inséntif _

© Cara penghitungan  Insentif adalah nilai  indek kinerja -

personalberdasarkan proporsi masmg~masmg indikator dibagi Jumlah

indek klnelja personal seluruh pegawai dikalikan prosentase
kedisiplinan dlkahkan alokasi dana insentif. |

Formulas: penghltungan ‘insentif personal sebagai berikut :

1. Penghitungan Nilai Personaj indikator

Prosentase, G Nilai o o
indikator Personal = Nilai Indikator




oo opooe oo

Contoh : o . , .
Seorang pegawai PNS, masa ketjé 15 tahun. Dokter madya
dengan tugas Tambahan sebagai kepala Puskesmas. Maka nilai

 personal indikator yang bersangkutan :

masa kelja adalah 10 x15%=1,5
keterampilan adalah 10 x 5% = 0, 5
pengetahuan adalah 150 x 15% = 22,5
resiko kerja adalah 10 x 10% = 1,0
jabatan adalah 100 x 45% = 45
* kinerja adalah 15 x 10% = 1,5
Maka Indeks personal pegawai yang bersangkutan adalah
1,5+0,5+22,5+1,0+45+1,5 = 72
_Penghltungan Insentif Personal

Indeks personal -

Prosentase Alokasi Dana

“Jumlah seluruh X .
- Kedisiplinan = Insentif

indeks personal

‘Prosentase kedisiplinan adalah hari masuk kerja dibagi dengan hari

kerja BLUD UPT Puskesmas.

: Contoh

Jlka hari kerja puskesmas pada bulan j Januan 25 han pegawal A
masuk kerja pada bulan januari selama 24 hari. Indeks personal
yang bersangkutan 72. Jumlah indeks personal seluruh pegawai
adalah 1.000. Jumlah dana insentif yang dianggarkan pada bulan
Januari sebesar Rp 60. 000 000, 00 maka besar insentif yang
bersangkutan adalah '

  72 X 24 X, Rp 60.000.000,00 = Rp 4.147.200,00

o

BUPATI KARANGANYAR,
o td |

JULIYATMONO



